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didk hidang Pendidikon sevta
Keguruan dalam memahami dan meneraplan berbagai
hentuk asesmen vang relevan dalam Kuritulim Merdeka
Delajuc Membabas aspel komprelensil dari sislem asesmen,
buku ini menyaroti heragam topik, muolai dari prinsip dasar
Furikulum Merdeka hingga plementasi Asesmen Masional
dan telnil asesmen lainnya yang dirancang untuk mendukung
tujnan pendidikan vanglebih mandividan persnmal.
I ey, pembaca alan menemuokan pembabasan

Buku ini disusun sehagai panduan pem:ing hagi para
dan mahasi

terperine tentang asesmen diagnostik, formatit, dan sumatit

dalam konteks Kurvikulum Merdeka Belajar Sefiap hagian
dizusun untuk memberikan pemahaman menyelureh wentang
hagaitnana asesmen initidak hama mPngu lur capaian belajar
elapi juga dul prilan berpilay
kritis dan reflekzif pada peserta didik. Buku ini jupa
menawarkan panduan vefleksi nan langkah-langkah tindak
Tanjul dalam proses i bisa lilain acuan
untuk mengevaluasi dan memperhaiki pendekatan
pembelajar secara efektil

Melalui panduan ini, diharapkan para pendidik dapat
menerapkan Asesmen secara fepat dan optimal, menduknmg
upava pengembangan schelsh, serla memajukan proscs
belajar mengajar yang lehih dinamis sesnai dengan wisi
Kurikuluem Merdela Belajar,
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Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag
Rektor Institut Agama Islam Negeri (LAIN) Bone

Assalamu Alaikum Wr. Wb
IAIN Bone adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan

Islam negeri yang ada di Kabupaten Bone. Perguruan tinggi ini
berusaha meningkatkan kualitas atau mutu institut melalui
peningkatan sumber daya manusia terutama dosen dalam
pelaksanaan dan pengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
salah satunya adalah Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Publikasi
Ilmiah meliputi publikasi jurnal ilmiah, penerbitan buku baik
buku monograf, buku ajar maupun buku referensi dan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI). Terskait dengan penelitian dan
publikasi ilmiah, IAIN Bone telah memfasilitasi dan memberikan
kesempatan kepada para dosen untuk berkompetisi dalam
mendapatkan hibah penelitian Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri (BOPTN) setiap tahun melalui Litapdimas,
memberikan penghargaan kepada dosen yang telah mempublish
karya ilmiahnya di jurnal internasional bereputasi, dan
memberikan bantuan dalam peningkatan akreditasi jurnal di
kampus yang dikelola oleh Rumah Jurnal. Dengan publikasi
ilmiah, maka akan meningkatkan mutu dosen IAIN Bone, dan
secara otomatis juga akan meningkatkan mutu IAIN Bone. Dosen

yang selalu mempublish karyanya dalam bentuk baik jurnal
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maupun buku, maka akan memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD),
dan menambah angka kredit dosen serta memudahkan dalam
mengembangkan jenjang karirnya.

Salah satu publikasi ilmiah yang hadir di tangan pembaca
adalah publikasi atau penerbitan buku dengan judul “Asesmen
Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar”. Buku ini
adalah buku kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Pascasarjana
Program Studi PAI TAIN Bone. Buku ini sangat dibutuhkan oleh
mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Pendidikan dan Keguruan serta
pihak sekolah terutama guru dalam melakukan asesmen dalam
pembelajaran. Buku ini merupakan publikasi yang mendapatkan
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tahun
2024 melalui Litapdimas. Buku ini memberikan gambaran yang
jelas tentang Kurikulum Merdeka Belajar mulai Kebijakan
Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, Lahirnya Kurikulum
Merdeka Belajar dan Perbedaannya dengan Kurikulum 2013,
sampai pada Pengertian, Karakteristik dan Prinsip-Prinsip
Kurikulum Merdeka Belajar. Selain itu, juga membahas tentang
Asesmen Nasional dalam Kurikulum Merdeka Belajar yang terdiri
atas Asesmen Kompetensi Minimum, Karakteristik Pembelajaran
Berbasis Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter dan
Survei Lingkungan Belajar. Begitu juga membahas tentang
Asesmen Pembelajaran memuat tentang Konsep Dasar Asesmen
Pembelajaran, Prinsip-Prinsip Pembelajaran, Prinsip-Prinsip
Asesmen, Paradigma Asesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar,
dan Pelaksanaan Asesmen Pembelajaran Berdasarkan Refleksi
Kegiatan Pembelajaran. Selain itu, juga membahas tentang

Asesmen  Diagnostik, Formatif, Sumatif dan Asesmen
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Pengembangan Sekolah, Refleksi dan Tindak Lanjut Asesmen

Pembelajaran.

Buku ini hadir untuk memberi konstribusi penting dan
positif serta akan melahirkan inspirasi-inspirasi dan kesadaran
baru dalam rangka pengembangan keilmuan dan pengembangan
keahlian dalam bidang pendidikan bagi para civitas akademika
terutama bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah,
Pendidikan dan Keguruan. Buku ini juga dapat menjadi rujukan
bagi mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Keguruan dan menjadi
bahan bacaan bagi pihak sekolah terutama calon guru, dan guru
untuk memandu mereka memperoleh gambaran konkret tentang

Asesmen Pembelajaran.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas
Tarbiyah, Pendidikan dan Keguruan, menambah referensi dosen
dan menjadi panduan bagi guru dalam melakukan asesmen
pembelajaran. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih
kepada penulis yang telah menyumbangkan ide dan buah
pikirannya melalui buku ini. Mudah-mudahan apa yang telah
ditulis dapat bermanfaat dan berberkah bagi para pembaca.
Aamiin.

Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wh.

Watampone, 10 Oktober 2024

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.
Rektor IAIN Bone



Prakata Penulis

Segala puja dan puji bagi Allah swt. yang telah memberikan
kenikmatan kesehatan dan kesempatan sehingga buku ini
dapat terbit. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada
Rasulullah saw., seluruh keluarganya, para sahabatnya dan orang-
orang yang mengikutinya.

Buku “dsesmen Pembelajaran dalam Kurikulum
Merdeka Belajar” dipersembahkan untuk digunakan oleh
mahasiswa S1 dan S2 pada Fakultas Pendidikan dan Keguruan,
dan juga dapat dijadikan sebagai referensi serta bahan bacaan
dalam bidang Pendidikan dan Keguruan. Buku ini membahas
tentang Asesmen Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka
Belajar. Buku ini berisi tentang Kurikulum Merdeka Belajar,
Asesmen Nasional dalam Kurikulum Merdeka Belajar, Asesmen
Pembelajaran, Asesmen Diagnostik dalm Kurikulum Merdeka
Belajar, Asesmen Formatif dalam Kurikulum Merdeka Beljar,
Asesmen Sumatif dalam Kurikulum Merdeka Belajar, dan
Asesmen Pengembangan Sekolah, Refleksi dan Tindak Lanjut

dalam Asesmen Pembelajaran.

Ucapan terima kasih kepada Rektor IAIN Bone telah
mendanai dan mensupport para dosen dalam penerbitan buku
untuk peningkatan mutu IAIN Bone dan peningkatan kolaborasi
serta kualitas dosen dan mahasiswa dalam mempublish karya

ilmiah baik buku dan jurnal. Terima kasih kepada tim penulis
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yaitu Wakifah Mahasiswa Reguler Pascasarjana Program Studi
PAI TAIN Bone Angkatan 2022, yang telah bekerja keras
menyusun buku ini, memberi motivasi untuk menerbitkan buku
ini dan telah menjadi partner dalam menulis buku ini, dan kepada
Akbar Syamsuddin, S.Sos., M.Pd., Gr. (editor), teman-teman dan
para dosen di IAIN Bone serta Kepala dan Staf perpustakaan atas
masukan dan referensi buku yang telah dipakai dalam penulisan
buku ini, serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku
ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan waktu dan ilmu yang
penulis miliki maka kritik dan saran dari para pembaca sangat

diharapkan.

Wassalam

Watampone, 10 Oktober 2024

Samsinar § & Wakifah
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BAGIAN 1

Mengenal Kurikulum Merdeka Belajar

Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar
I< ebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dicanangkan oleh

Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemdikbudristek) RI. Kurikulum ini ditawarkan
kepada satuan pendidikan sebagai salah satu upaya tambahan
untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi akibat pandemi
Covid-19. ' Penerapan Kurikulum Merdeka mencerminkan
pendekatan proaktif pemerintah dalam menanggulangi dampak
pandemi terhadap sektor pendidikan. Dengan memberikan
fleksibilitas, satuan pendidikan dapat lebih responsif terhadap
kebutuhan peserta didik yang bervariasi, serta mempercepat proses

adaptasi terhadap perubahan kondisi belajar mengajar.

Sejalan dengan hal di atas, E. Mulyasa menyatakan bahwa
penerapan Kurikulum Merdeka Belajar merupakan hasil dari
penyempurnaan Kurikulum 2013, yang dirancang untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik di
era pasca pandemi. Meskipun demikian, pemerintah tidak
mewajibkan semua sckolah untuk menerapkan Kurikulum
Merdeka, dengan mempertimbangkan beragamnya kondisi yang
ada di berbagai sekolah di Indonesia. Sebaliknya, sekolah diberikan

kebebasan untuk memilih kurikulum yang paling sesuai dengan

!Selamat Ariga, "Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi
Covid-19", Edu Society, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 667.
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kondisi dan kesiapan masing-masing. Saat ini, terdapat tiga pilihan
kurikulum yang dapat diadopsi oleh sekolah, yaitu Kurikulum
2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka.?

Penerapan Merdeka Belajar dilakukan secara bertahap
dengan dua fokus utama. Pertama, pemerintah melalui
Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki
kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-
masing. Kedua, melalui kebijakan opsi kurikulum ini, diharapkan
proses perubahan kurikulum nasional dapat berlangsung secara
bertahap dan teratur, sehingga transisi tidak terjadi secara
mendadak dan semua pihak dapat beradaptasi dengan baik.’
Dengan demikian, kebijakan ini memperhitungkan variasi dalam
kesiapan dan kapabilitas sekolah, yang mungkin berbeda secara
signifikan berdasarkan lokasi geografis, akses terhadap sumber
daya, serta kondisi sosial-ekonomi. Dengan memberikan pilihan
kepada sekolah, pemerintah tidak hanya menghargai otonomi
pendidikan tetapi juga menciptakan ruang bagi adaptasi yang lebih
efektif dan relevan terhadap kebutuhan lokal.

Sejalan dengan hal tersebut, Ahmad Zainuri juga menjelaskan
bahwa implementasi Merdeka Belajar adalah langkah inovatif dari
Kemendikbud-ristek untuk menciptakan sumber daya manusia
(SDM) yang unggul melalui kebijakan yang memperkuat peran
seluruh elemen pendidikan. Kebijakan ini diterapkan melalui

empat upaya utama perbaikan:

’E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Merdeka (Cet. I; Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2023), h. 1.

3 Jefril Rahmadoni, "Perbandingan Kurikulum di Berbagai Negara
Berkembang Pasca Pandemi Covid-19", PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 61.
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1. Perbaikan infrastruktur dan teknologi.

2. Penyempurnaan kebijakan, prosedur, dan pendanaan,
serta memberikan otonomi lebih besar kepada satuan

pendidikan.

3. Peningkatan dalam bidang kepemimpinan, partisipasi

masyarakat, dan budaya.
4. Perbaikan kurikulum, pedagogi, serta asesmen.*

Keempat upaya perbaikan yang sebutkan di atas
mencerminkan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan
sistem pendidikan melalui implementasi Merdeka Belajar. Dengan
perbaikan infrastruktur dan teknologi, penyempurnaan kebijakan
dan pendanaan, peningkatan kepemimpinan dan partisipasi
masyarakat, serta perbaikan kurikulum dan asesmen, kebijakan ini
bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih
efektif, responsif, dan relevan. Transformasi ini diharapkan dapat
mengatasi tantangan yang ada dan mendukung pencapaian tujuan

pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pada tanggal 10 Desember 2019, Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan secara resmi memperkenalkan kebijakan Merdeka
Belajar, yang mengusulkan perubahan sejumlah regulasi di tingkat
pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini mencakup empat
pokok utama, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada

sekolah dalam mengelola proses pembelajaran, antara lain:

“‘Ahmad Zainuri, Manajemen Kurikulum Merdeka, (Cet. I; Bengkulu:
Penerbit Buku Literasiologi, 2023), h. 56.
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1. Mengganti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional)

menjadi Asesmen Kompetensi

UU Sisdiknas berupaya mendorong kemandirian sekolah
dalam menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam
menentukan kelulusan. Namun, USBN yang memiliki standar
nasional membeatasi fleksibilitas tersebut. Kebijakan Merdeka
Belajar menekankan bahwa mulai tahun 2020, Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (USBN) akan digantikan oleh asesmen
yang sepenuhnya dilaksanakan oleh sekolah. Ujian ini
bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi peserta didik
dengan lebih fleksibel, melalui tes tertulis atau bentuk
penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio
dan tugas-tugas (penugasan kelompok, karya tulis, dan lain
sebagainya). Dengan demikian, guru dan sekolah memiliki
kebebasan lebih dalam menilai hasil belajar peserta didik,
sementara anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk
USBN dapat dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru
dan sekolah, yang berfokus pada peningkatan kualitas

pembelajaran.’

Asesmen Merdeka Belajar menjawab keresahan guru
selama ini bahwa proses belajar dan penilaian seharusnya
dilakukan oleh guru, bukan oleh pihak atau lembaga lain.
Guru yang mengelola proses belajar juga seharusnya
menyiapkan penilaian, menentukan nilai akhir, dan
memutuskan kelulusan peserta didik. Kebijakan asesmen
Merdeka Belajar yang menggantikan Ujian Sekolah Berstandar
Nasional (USBN) membuka kesempatan bagi berbagai model

SKemdikbud, Merdeka Belajar Episode 1, 2019 pada Merdeka Belajar |
BKHM | KEMDIKBUD



penilaian. Dengan kebijakan ini, ujian tidak lagi sekadar
menjawab soal, tetapi juga melibatkan pembuatan dan
penyajian karya yang menunjukkan kemampuan peserta didik

secara lebih menyeluruh.

2. Mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen

Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Penghapusan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2020
didasarkan pada berbagai temuan dan masukan dari berbagai
pihak yang menganggap bahwa UN kurang efektif karena
lebih menekankan hafalan daripada pemahaman materi.
Materi yang terlalu padat cenderung membuat peserta didik
dan guru fokus pada penguasaan konten, bukan pada
kompetensi penalaran. UN juga dianggap sebagai sumber stres
bagi peserta didik, orang tua, dan guru, karena adanya
tuntutan pencapaian nilai tinggi yang menjadi indikator
keberhasilan individu, sehingga dapat memicu penggunaan
berbagai cara untuk mencapainya. Selain itu, fokus yang
terlalu besar pada aspek akademik intelektual dianggap tidak
sesuai dengan prinsip pendidikan yang seharusnya juga
memperhatikan perkembangan kepribadian peserta didik.
Penghapusan UN dimaksudkan untuk memperbaiki sistem
kelulusan peserta didik, bukan hanya untuk menghapus UN
semata. Hal ini juga sejalan dengan hasil survei yang dilakukan
oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia pada
tahun 2012, yang menunjukkan bahwa 70% masyarakat dan
guru setuju dengan penghapusan UN.*

°E. Mulyasa, Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar, (Cet. I; Jakarta:
Bumi Aksara, 2020), h. 36.



Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen
Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada Kurikulum
Merdeka bertujuan untuk mengurangi tekanan pada guru,
peserta didik, dan orang tua. Asesmen kompetensi berfokus
pada kemampuan berpikir kritis, terutama dalam literasi dan
numerasi, yang berguna untuk menyelesaikan masalah baik di
tingkat personal maupun profesional. Asesmen ini mengacu
pada standar internasional seperti Programme  for
International Student Assessment (PISA) dan Trends in
International Mathematics and Science Study (TIMSS).
Sementara itu, survei karakter dirancang untuk mengukur
sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan di sekolah,
mencakup karakter seperti pembelajar aktif, gotong royong,
serta aspek iklim sekolah, seperti kebinekaan, perilaku
bullying, dan kualitas pembelajaran. Perubahan ini
dimaksudkan untuk menjadi langkah progresif dalam

memperbaiki kualitas pendidikan.”

Pelaksanaan asesmen diterapkan kepada peserta didik
yang berada di tengah jenjang sekolah, seperti siswa kelas 4, 8,
dan 11. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk memberikan
gambaran tentang kualitas pembelajaran yang telah diterima
oleh peserta didik, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk
memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran.
Asesmen ini juga tidak digunakan sebagai alat seleksi untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, melainkan

lebih berfokus pada evaluasi proses belajar-mengajar yang

’Rendika Vhalery, dkk "Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka:
Sebuah Kajian Literatur”, Research and Development Journal Of Education, Vol.
8, No. 1, 2022, h. 189.



sedang berlangsung.® Hal ini menekankan pentingnya asesmen
sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan, bukan sebagai
instrumen penilaian akhir yang menentukan nasib peserta
didik. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana
memastikan bahwa hasil asesmen ini diolah dan
ditindaklanjuti secara efektif oleh sekolah dan guru untuk

memperbaiki kualitas pendidikan secara nyata.
3. Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru secara optimal.
Sebelumnya, RPP terdiri dari banyak komponen dan bisa
mencapai lebih dari 20 halaman. Kini, RPP disederhanakan
menjadi satu halaman saja yang mencakup tiga komponen inti
(komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara
mandiri) yakni memuat tujuan pembelajaran, kegiatan
pembelajaran serta Asesmen. Langkah ini bertujuan untuk
menyederhanakan administrasi dan menghemat waktu guru,
sehingga mereka dapat lebih fokus merencanakan dan

mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif.’

Pengurangan komponen RPP juga menegaskan bahwa
administrasi yang baik tidak harus rumit. Penyederhanaan ini
membuka ruang bagi guru untuk lebih kreatif dalam
mendesain pembelajaran, sementara tetap memastikan bahwa
aspek penilaian dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan

dan dicapai dengan cara yang lebih efisien.

8Nadiroh, Endry Boeriswati, dan Faisal Madani, Merdeka Belajar Dalam
Mencapai Indonesia Maju 2025, (Cet. I; Jakarta: UN]J Press, 2020), h. 22

’Rendika Vhalery, dkk "Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka:
Sebuah Kajian Literatur”, h. 189.



4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan
sistem zonasi kini dibuat lebih fleksibel. Dalam rancangan
peraturan sebelumnya, pembagian PPDB terdiri dari tiga
jalur: jalur zonasi sebesar 80%, jalur prestasi 15%, dan jalur
perpindahan 5%. Sedangkan dalam rancangan peraturan
terbaru, pembagian menjadi empat jalur, yaitu jalur zonasi
50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, dan jalur
prestasi 0-30%."°

Dengan mengurangi persentase untuk jalur zonasi,
kebijakan ini memberikan ruang lebih besar untuk jalur
prestasi, memungkinkan peserta didik berprestasi dari luar
zona untuk memiliki kesempatan lebih besar masuk ke sekolah
favorit. Jalur afirmasi, yang mempertahankan kuota 15%,
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta
didik yang kurang mampu agar tetap mendapatkan
pendidikan yang layak. Fleksibilitas dalam penentuan jalur
prestasi sebesar 0-30% menunjukkan bahwa kebijakan ini
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyesuaikan
persentase sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal,
menciptakan keseimbangan antara pemerataan akses dan

penghargaan atas prestasi.

Nadiroh, dkk menyatakan bahwa masalah yang muncul
adalah kebijakan Merdeka Belajar tampak hanya terfokus pada
empat aspek utama yang telah disebutkan di atas, padahal esensi
sejati dari Merdeka Belajar seharusnya berada pada proses

pembelajaran  yang  memerdekakan.  Proses ini  harus

“Rendika Vhalery, dkk "Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka:
Sebuah Kajian Literatur”, h. 190.



memungkinkan peserta didik dan guru untuk bersinergi secara
bebas dan kreatif dalam mengembangkan kualitas mereka,
sehingga mampu menghadapi dunia yang terus berubah dengan
tantangan yang semakin kompleks di era Revolusi Industri 4.0, era
masyarakat digital, dan era disrupsi. "' Dengan demikian,
tantangan utama dalam penerapan Merdeka Belajar ini adalah
memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sebatas
formalitas, tetapi benar-benar mendorong pembelajaran yang
memerdekakan dalam arti yang lebih luas, meliputi aspek
pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan

keterampilan hidup di era yang serba digital dan disruptif.

Kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya sudah cukup
familiar bagi banyak pendidik dan satuan pendidikan di Indonesia.
Kurikulum ini mulai dikembangkan pada tahun 2020 dan telah
diimplementasikan serta dievaluasi secara bertahap sejak tahun
2021. Hingga saat ini, lebih dari 300 ribu satuan pendidikan di
seluruh Indonesia telah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka.
Namun, perlu adanya regulasi yang menjadi payung hukum bagi
implementasi kurikulum Merdeka. Oleh itu Kemendikbud-
ristek menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun
2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Medikbudristek, Nadiem Anwar Makarim dalam pidatonya
berharap semoga Permendikbudristek ini memberi kepastian arah

kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi seluruh

"Nadiroh, Endry Boeriswati, dan Faisal Madani, Merdeka Belajar Dalam
Mencapai Indonesia Majn 2025, h. 4.



masyarakat, khususnya para pendidik, kepala satuan pendidikan,

dan dinas pendidikan."

Sebagai dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan

Kurikulum Merdeka secara efektif, beberapa peraturan dan

keputusan penting telah ditetapkan sebelumnya. Dasar hukum ini

memberikan landasan kuat dan acuan resmi yang diperlukan

untuk implementasi kurikulum di tingkat nasional. Beberapa

peraturan utama yang mendasari implementasi Kurikulum

Merdeka adalah sebagai berikut:

1.

Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar
Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022 tentang Standar
Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penerapan Kurikulum dalam  Rangka

Pemulihan Pembelajaran.

Keputusan Kepala BSKAP No. 008/H/KR/2022 Tahun
2022 yang mengatur tentang Capaian Pembelajaran pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

Keputusan Kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 Tahun
2022 yang menjelaskan Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen

Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka."

12Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor: 96/sipers/A6/111/2024
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Dasar hukum ini memberikan landasan kuat bagi
pelaksanaan Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada standar
kompetensi lulusan, standar isi, capaian pembelajaran, serta profil
pelajar  Pancasila yang menjadi kerangka dasar dalam

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pada dokumen resmi Kemendikbudristek terkait paparan
kurikulum Merdeka juga memberikan penjelasan detail dari
kepastian kebijakan nasional setelah Permendikbud tersebut

terbit. Ada dua hal pokok, diantaranya:

1. Sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka
masih dapat menggunakan K-13 hingga tahun ajaran
2025/2026 (non-3T) atau 2026/2027 (daerah 3T), sambil
mempersiapkan penerapan prinsip-prinsip Kurikulum
Merdeka.

2. Bagi sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum
Merdeka, baik melalui program sekolah penggerak, SMK
PK, atau secara mandiri (mandiri belajar, mandiri
berubah, dan mandiri berbagi), kebijakan ini menekankan

pentingnya peningkatan kualitas implementasi."

Lebih lanjut dijelaskan pada Surat edaran Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Nasional Kemendikbudristek bahwa
Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri merupakan
pilihan bagi satuan pendidikan berdasarkan kesiapan masing-

masing. Bagi satuan pendidikan yang memilih menggunakan

B3Tim Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Buku Saku: Edisi Serba-serbi
Kurikulum Merdeka Khekbasan Sekolab Dasar, (Jakarta: Direktorat Sekolah
Dasar, 2022), h. 3

Y“Kemendikbudristek, Paparan Kurikulum: Kurikulum Merdeka untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, 2024.
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Kurikulum Merdeka, ada 3 (tiga) pilihan kategori implementasi
Kurikulum Merdeka Belajar:

1.

Mandiri Belajar: Satuan pendidikan menggunakan
struktur  Kurikulum 2013 dalam mengembangkan
kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan
beberapa  prinsip  Kurikulum  Merdeka  dalam

melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

Mandiri Berubah: Satuan Pendidikan menggunakan
struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan
kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan
prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan

pembelajaran dan asesmen.

Mandiri Berbagi: Satuan Pendidikan menggunakan
struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan
kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan
prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan
pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk
membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan
pendidikan lain.

Berikut jenjang yang disarankan dalam

mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan opsi Mandiri
Berubah dan Mandiri Berbagi:

1.

Bagi satuan pendidikan di tahun pertama pelaksanaan
Kurikulum Merdeka dapat dimulai di kelas I, kelas IV,
kelas VII, atau kelas X.

Bagi satuan pendidikan di tahun kedua pelaksanaan

Kurikulum Merdeka dapat melanjutkan di kelas I, kelas II,

12



kelas IV, kelas V, kelas VII, kelas VIII, kelas X, atau kelas
X1.5

Kebijakan ini menunjukkan adanya pendekatan bertahap dan
inklusif. Pemerintah tidak memaksakan satu solusi seragam untuk
semua sekolah, tetapi mengakui adanya perbedaan kebutuhan dan
kesiapan antar daerah. Dengan demikian, kebijakan ini lebih
responsif terhadap tantangan di lapangan, terutama di daerah
terpencil (3T). Namun, di sisi lain, masih ada tantangan dalam
memastikan kesiapan sekolah yang masih menggunakan K-13
untuk beralih sepenuhnya ke Kurikulum Merdeka Belajar dalam
jangka waktu yang ditentukan. Upaya pendampingan dan
peningkatan kualitas SDM di level sekolah menjadi kunci agar

transisi ini berjalan efektif.

Munculnya Kurikulum Merdeka Belajar dan Perbedaannya
dengan Kurikulum 2013

Selama dua tahun Pandemi Covid-19, terjadi peningkatan
signifikan dalam kehilangan pembelajaran (learning loss) yang
terlihat dari penurunan pencapaian kompetensi literasi dan
numerasi peserta didik di Indonesia. Berbagai kajian akademik
telah dilakukan oleh para ahli untuk memahami kondisi
pembelajaran selama pandemi Covid-19. Selama periode ini,
terlihat adanya penurunan signifikan dalam kualitas pembelajaran.
Banyak peserta didik mengalami ketertinggalan dalam proses
belajar, kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya,

dan tidak dapat menyelesaikan pembelajaran dengan baik.

5Abdul Fattah Nasution, dkk "Konsep dan Implementasi Kurikulum
Merdeka, Competitive: Jurnal of Education, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 207.
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Akibatnya, peserta didik menghadapi efek majemuk akibat

ketidakmampuan menguasai materi pelajaran.

Masalah kehilangan pembelajaran semakin diperparah oleh
ketidakcukupan akses dan kualitas pembelajaran jarak jauh pada
saat itu. Penelitian yang diterbitkan dalam berbagai jurnal
internasional mengungkapkan bahwa pada awal pelaksanaan
pembelajaran jarak jauh, hanya 68% anak di sembilan provinsi di
Indonesia yang mendapatkan akses pembelajaran dari rumah.
Kondisi ini diperparah dengan kualitas pembelajaran yang jauh
lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Banyak peserta
didik yang mengikuti pembelajaran jarak jauh hanya mendapatkan
instruksi yang terbatas, umpan balik minimal, dan interaksi yang
sangat sedikit dari guru.'® Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
upaya telah dilakukan untuk beradaptasi dengan situasi baru,
tantangan besar masih ada dalam memastikan bahwa pembelajaran

tetap efektif dan inklusif selama krisis kesehatan global ini.

Lebih lanjut, keberagaman dalam metode pembelajaran yang
diterapkan selama pandemi juga mempengaruhi hasil belajar
peserta didik. Temuan dari The SMERU Research Institute
mengungkapkan dua hal penting terkait isu ini. Pertama, analisis
mengenai ketimpangan belajar di dalam kelas menunjukkan bahwa
peserta didik yang memiliki akses ke perangkat digital,
mendapatkan bimbingan dari guru yang adaptif, berasal dari latar
belakang sosial ekonomi yang lebih baik, serta memiliki orang tua
yang aktif berkomunikasi dengan guru, cenderung memiliki

prestasi belajar yang lebih baik daripada rata-rata. Kedua,

1Samsinar S, Andi Tahir dan Evi Rahayu Cahyanti, Guru Penggerak
dalam Kurikulum Merdeka Belajar, (Cet. I; Tulungagung: Akademia Pustaka,
2023), h. 43-33.

14



ketimpangan hasil belajar antar peserta didik dalam satu kelas
diperkirakan akan semakin melebar jika tidak ada upaya yang
mendorong guru untuk merancang pembelajaran  yang
mempertimbangkan keragaman kemampuan peserta didik. Tanpa
adanya intervensi yang tepat, peserta didik dengan kemampuan
rendah akan semakin tertinggal dibandingkan dengan teman-

temannya yang lain.

Studi yang dilakukan oleh program INOVASI dan Puslitjak
(Pusat  Penelitian ~ Kebijakan) pada tahun 2020 juga
mengungkapkan adanya risiko yang meningkat terkait dengan
semakin meluasnya kesenjangan pembelajaran. Penelitian ini
menunjukkan bahwa dampak dari pembelajaran selama pandemi
Covid-19 sangat berbeda bagi berbagai kelompok peserta didik.
Secara khusus, peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial
ekonomi rendah menghadapi risiko lebih besar untuk tidak
terdaftar kembali atau tidak berpartisipasi lagi dalam proses

pembelajaran."”

Krisis dalam dunia pendidikan di Indonesia mendorong
pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan baru terkait
kurikulum. Kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan
kurikulum, perbaikan terhadap kurikulum yang ada, serta
pemberian otonomi kepada sekolah untuk memilih kurikulum
yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Langkah ini
bertujuan agar setiap satuan pendidikan memiliki fleksibilitas
dalam menentukan metode pembelajaran yang paling efektif bagi

peserta didik.

"Yogi Anggraena, dkk Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemuliban
Pembelajaran, (Ed. I; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), h. 8.
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Selain sebagai solusi akibat adanya dampak pandemi dalam
sektor pendidikan, perbaikan kurikulum tentunya juga berasal
dari pertimbangan hasil evaluasi kurikulum 2013 yang berlaku
sebelumnya. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia
menunjukkan bahwa beban pelajaran yang harus ditanggung oleh
peserta didik terlalu berat dikarenakan adanya kesalahpahaman di
kalangan guru mengenai konsep mastery learning. Banyak guru
masih menganggap bahwa mastery learning berarti menuntaskan
seluruh  materi pembelajaran, tanpa mempertimbangkan
pemahaman peserta didik secara mendalam. Padahal, Kurikulum
2013 mengharapkan adanya ketuntasan pemahaman peserta didik,
bukan hanya penyelesaian materi. Akibatnya, peserta didik dan

orang tua merasa terbebani oleh beban pelajaran yang

berlebihan.!®

Dalam konteks ini, perlu dilakukan perubahan sistemik yang
menyeluruh, bukan hanya intervensi di tingkat sekolah atau
wilayah tertentu. Peserta didik diharapkan fokus pada materi-
materi esensial untuk mengejar ketertinggalan akibat penutupan
sekolah dan pembelajaran online. Prioritas harus diberikan pada
peningkatan kualitas pembelajaran daripada kuantitasnya, agar
peserta didik dapat memulihkan capaian belajar secara efektif.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi learning loss dan
memastikan bahwa peserta didik dapat menguasai materi yang
penting dengan baik, yang pada gilirannya dapat memperbaiki

hasil belajar secara menyeluruh.

¥Yogi Anggraena, dkk Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemuliban
Pembelajaran, h. 21.
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Lebih lanjut dalam kajian akademik kurikulum, terdapat

sejumlah kelemahan signifikan pada Kurikulum 2013 yang

menjadi fokus evaluasi melihat hasil implementasi selama pandemi

Covid-19, yaitu:

1.

Kompetensi yang ditetapkan dalam Kurikulum 2013
cenderung terlalu luas, sechingga menyulitkan guru untuk
memahami dan menerapkannya secara efektif. Kurikulum
ini mengandung berbagai kompetensi yang seringkali
tidak terintegrasi dengan baik, mengakibatkan tantangan

dalam proses pengajaran dan evaluasi.

Kurikulum yang dirumuskan secara nasional ini sulit
untuk disesuaikan dengan situasi lokal serta kebutuhan
spesifik satuan pendidikan, daerah, dan peserta didik.
Materi wajib yang sangat padat dan struktur kurikulum
yang rinci serta terstandardisasi seringkali tidak
mempertimbangkan konteks lokal dan keragaman
karakteristik peserta didik. Akibatnya, kurikulum ini
dapat terasa kaku dan tidak fleksibel, menghambat
kemampuan sekolah dan guru untuk menyesuaikan
materi ajar dengan kebutuhan aktual siswa serta kondisi

setempat.”’

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk

menilai kembali pendekatan kurikulum dan mengeksplorasi

alternatif yang lebih adaptif, yang dapat mengakomodasi

keberagaman dan memberikan fleksibilitas dalam implementasi.

Pembaharuan kurikulum harus mempertimbangkan konteks lokal

YYogi Anggraena, dkk Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemuliban

Pembelajaran, h. 24.
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dan mempermudah proses penyesuaian materi agar lebih relevan

dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta satuan pendidikan.

Kurikulum berperan penting dalam menentukan materi yang
diajarkan di kelas, serta mempengaruhi kecepatan dan metode
pengajaran yang digunakan oleh guru untuk memenuhi
kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, Kemendikbudristek
mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai langkah strategis
dalam memulihkan proses pembelajaran dari krisis yang telah
berlangsung lama. Namun pada masa transisi tersebut satuan
pendidikan diberikan opsi dalam pelaksaan kurikulum. Ada tiga
opsi yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (yaitu Kurikulum
2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek), dan
Kurikulum Merdeka.”

Sebelum dan selama pandemi Covid-19, Kemdikbudristek
mengeluarkan kebijakan yang mengatur penggunaan Kurikulum
2013 serta penyederhanaannya menjadi kurikulum darurat.
Perubahan yang terjadi tentu akan menimbulkan beragam reaksi,
baik pro maupun kontra di kalangan masyarakat. Namun
demikian, perubahan ini tetap diperlukan agar pendidikan dapat
mengikuti perkembangan zaman. Perencanaan kurikulum baru
pada waktu itu mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem
pendidikan di Indonesia, yang sekali lagi harus mengalami

penyesuaian

Meskipun Kurikulum Merdeka Belajar awalnya dirancang
untuk pemulihan pasca Covid-19, bukan berarti kurikulum ini
tidak memiliki keunggulan. Keunggulan utama Kurikulum

Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya terletak

2Jefril Rahmadoni, "Perbandingan Kurikulum di Berbagai Negara
Berkembang Pasca Pandemi Covid-19", h. 60.

18



pada fleksibilitas dalam perancangan kurikulum di satuan
pendidikan. Ini berarti bahwa proses pembelajaran dirancang
untuk menjadi lebih menarik dan menyenangkan, berfokus pada
kebutuhan dan potensi peserta didik, serta berlangsung secara
bertahap tanpa tekanan waktu yang berlebihan. * Dengan
berpusat pada peserta didik, Kurikulum Merdeka Belajar
membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih bermakna dan
relevan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterlibatan dan
hasil belajar peserta didik.

Menurut Nadiem Anwar Makarim, istilah "Merdeka Belajar”
sangat tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dalam sistem
pembelajaran karena memberikan kebebasan dan kemandirian
bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan cara terbaik
dalam proses pembelajaran. Alasan memilih Merdeka Belajar sejak
awal terinspirasi oleh filosofi Ki Hadjar Dewantara, khususnya
dua konsep utama, yaitu kemerdekaan dan kemandirian. Kedua
konsep ini saling terkait dan menjadi esensi pemikiran Ki Hadjar
Dewantara yang mempengaruhi visi Kemendikbudristek tentang
perubahan yang diperlukan dalam pendidikan saat ini.** Filosofi
ini juga mencerminkan perubahan paradigma, di mana pendidikan
bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga
pengembangan karakter dan kemampuan kritis yang didasarkan
pada kebebasan berpikir dan belajar sesuai dengan konteks masing-

masing.

?'Putri Jannati, "Peran Guru Penggerak Dalam Implementasi Kurikulum
Merdeka di Sekolah Dasar”, Al-Madrasah, Vol. 7, No. 1, 2023, h. 332-333.

*?Ana Widyastuti, Merdeka Belajar dan Implementasinya: Merdeka
Guru-Siswa, Merdeka Dosen-Mahasiswa, Semua Babagia, (Cet. I; Jakarta: PT
Elex Media Komputindo, 2022), h. 15.
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Perkembangan dari Kurikulum 2013 Revisi menuju
Kurikulum Merdeka didasarkan pada Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 56/M/2022, yang dikeluarkan pada 10 Februari
2022 mengenai Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka
Pemulihan Pembelajaran. Keputusan ini menjadi landasan hukum
dan acuan utama bagi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di
berbagai sekolah, madrasah, serta lembaga pendidikan lainnya di

seluruh Indonesia.?

Gumgum Gumilar juga menjelaskan bahwa perubahan dari
Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka merupakan
langkah inovatif dalam dunia pendidikan, karena sistem
pendidikan sebelumnya tidak lagi sejalan dengan perubahan
zaman yang begitu cepat. Inovasi dalam pendidikan biasanya
muncul ketika ada kebutuhan baru untuk mengembangkan
kurikulum yang lebih relevan dengan tuntutan masyarakat.
Dengan demikian, sistem pendidikan yang lama dianggap kurang
mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kurikulum baru ini, yang
didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan modern, diharapkan
dapat memudahkan guru dalam menerapkan metode

pembelajaran yang lebih sesuai di sekolah.**

Inovasi kurikulum ini memiliki dampak besar dalam
meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam menjawab
tantangan era digital dan globalisasi. Kurikulum Merdeka

dirancang agar lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi,

ZMulik Cholilah, dkk "Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam
Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran
Abad 21", Sansakara Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 61.

*Gumgum Gumilar dkk, "Urgensi Penggantian Kurikulum 2013 Menjadi
Kurikulum Merdeka”, Jurnal Papeda, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 153.
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kebutuhan dunia kerja, serta perubahan sosial. Selain itu, inovasi
ini juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih siap
menghadapi tantangan masa depan. Untuk memahami lebih jelas
bagaimana inovasi ini diterapkan, penting untuk melihat
perbedaan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.
Perbedaan kedua kurikulum ini dapat didentifikasi melalui

beberapa aspek sebagai berikut:
1. Kerangka Dasar

Rancangan landasan utama Kurikulum 2013 berpedoman
pada tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar
Nasional Pendidikan, dengan fokus pada pencapaian standar
kompetensi lulusan yang ditetapkan. Di sisi lain, Kurikulum
Merdeka juga berlandaskan pada tujuan Sistem Pendidikan
Nasional dan Standar Nasional Pendidikan, namun lebih
menekankan pada pengembangan Profil Pelajar Pancasila.
Kurikulum Merdeka dirancang untuk membentuk karakter
peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, dan berahlak mulia, berkebhinekaan global, gotong
royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif melalui
pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai
dengan kebutuhan dan potensi peserta didik.

2. Kompetensi yang dituju

Kompetensi yang dituju oleh K-13 adalah Kompetensi
Dasar (KD) berupa lingkup dan urutan (scope and squence)
yang di golongkan untuk 4 kompetensi inti (KI) yaitu: sikap
spiritual, sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan. KD
yang digunakan berbentuk poin-poin dan dilakukan
pengurutan untuk mencapai KI yang digunakan untuk

pertahun. KD pada KI 1 dan KI 2 hanya ada pada mata
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pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sedangkan pada Kurikulum  Merdeka, Capaian
Pembelajaran disusun berdasarkan fase-fase tertentu. Setiap
capaian pembelajaran dijelaskan dalam bentuk paragraf yang
menghubungkan pengetahu-an, sikap, dan keterampilan
untuk  mencapai, memperkuat, serta meningkatkan
kompetensi peserta didik.” Terdapat tujuh fase sebagaimana

pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Fase-Fase Capaian Pembelajaran dalam
Kurikulum Merdeka Belajar

Fase Kelas atau Satuan Pendidikan
Pondasi Prasekolah Taman Kanak-Kanak atau
PAUD
Kelas 1 dan 2 SD/MI
Kelas 3 dan 4 SD/MI
Kelas 5 dan 6 SD/MI
Kelas 7, 8, 9 SMP/MTs
Kelas 10 SMA/MA/SMK
Kelas 11 dan 12 SMA/MA/SMK

mim|glo|w |

Jadi, tahapan pembelajaran peserta didik mengacu pada
capaian pembelajaran tersebut. Pembelajaran dirancang dan
disesuaikan dengan tujuan pencapaian, tingkat kemampuan,
serta kebutuhan peserta didik untuk memperoleh hasil belajar

yang diharapkan.

B7Zaki Mubarak, Desain Kurikulum Merdeka Untuk Era Revolusi
Industri 4.0 dan Society 5.0, (Cet. I; Tasikmalaya: Pustaka Turats, 2022), h. 11-
12.
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3. Struktur kurikulum

Pada Kurikulum 2013, Jam Pelajaran (JP) diatur per
minggu, sehingga satuan pendidikan mengalokasikan waktu
pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap
semester. Dengan demikian, setiap semester peserta didik akan
mendapatkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran. Satuan
pendidikan diarahkan untuk menggunakan pendekatan
pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran.
Sementara itu, pada Kurikulum Merdeka, strukturnya terbagi
menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran
reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler
dan proyek penguatan Profil Pancasila. Jam Pelajaran (JP)
diatur per tahun, sehingga satuan pendidikan dapat mengatur
alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai
JP yang ditetapkan. Selain itu, satuan pendidikan dapat
menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran

berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi.*
4. Pendekatan Pembelajaran

Jika Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik
dalam semua mata pelajaran, implementasi Kurikulum
Merdeka Belajar justru memperkuat pembelajaran yang
berdiferensiasi, sesuai dengan tahapan tujuan dan capaian
pembelajaran (CP).”” Pergeseran dari pendekatan saintifik
yang diterapkan secara universal menuju pembelajaran
berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka mencerminkan

perubahan signifikan dalam filosofi pendidikan. Pendekatan

%67Zaki Mubarak, Desain Kurikulum Merdeka Untuk Era Revolusi
Industri 4.0 dan Society 5.0, h. 12-13.
YE. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Merdeka, h. 5.
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berdiferensiasi ini memungkinkan proses pembelajaran untuk
lebih personal dan adaptif, materi dan metode pengajaran
dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan
unik setiap peserta didik. Hal ini tidak hanya membantu
dalam mengoptimalkan potensi individu, tetapi juga
memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai
capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan cara yang

paling sesuai.
5. Penilaian

Kurikulum 2013 menggabungkan penilaian formatif dan
sumatif yang dilakukan oleh pendidik untuk memantau
kemajuan peserta didik, mengevaluasi hasil pembelajaran, serta
mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan lebih
lanjut. Penilajian ini mencakup tiga aspek utama: sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ini menekankan
pentingnya evaluasi yang objektif di semua bidang studi guna
memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan
peserta  didik. Sementara itu, Kurikulum Merdeka
menekankan penggunaan penilaian formatif secara lebih
intensif dan memanfaatkan hasilnya untuk menyesuaikan
kegiatan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan
peserta didik. Selain itu, evaluasi berbasis proyek diperkuat
untuk mendukung pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang

unggul.**

2 Khaidir Fadil, Gunawan Ikhtiono dan Nurhalimah, "Perbedaan
Rencana Pelaksaaan Pembelajaran (RPP) antara Kurikulum 2013 dengan
Kurikulum Merdeka Belajar”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia
(JPPI), Vol. 4, No. 1, 2024, h. 235-236.
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Kurikulum Merdeka yang lebih berfokus pada penilaian
formatif dan menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan
hasil penilaian tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih
fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu siswa.
Sementara itu, Kurikulum 2013 menggunakan kombinasi
penilaian formatif dan sumatif yang lebih terstruktur dan
terfokus pada evaluasi akhir, yang meskipun efektif, kurang
adaptif terhadap perubahan kebutuhan belajar peserta didik

secara real-time.

Adapun perbedaan antara Kurikulum Merdeka Belajar
dengan Kurikulum 2013 yaitu Kurikulum Merdeka Belajar
menambahkan pengembangan karakter yaitu profil pelajar
Pancasila dan kebebasan dalam belajar. Dalam Kurikulum 2013
juga telah mengutamakan pendidikan karakter, namun
pengembangan karakter belum memberi porsi khusus dalam
struktur kurikulum. Dalam struktur Kurikulum Merdeka Belajar,
20-30 % jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter
Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis project.
Pembelajaran berbasis project ini penting untuk pengembangan
karakter karena memberi kesempatan untuk belajar memlalui
pengalaman  (experiential learning) juga mengintegrasikan
kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari disiplin

ilmu.?”

Perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka
Belajar mencerminkan pergeseran paradigma dalam pendidikan

Indonesia. Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang

®Ana Widyastuti, Merdeka Belajar dan Implementasinya : Merdeka
Guru-Siswa, Merdeka Dosen-Mabasiswa, Semua Bahagia (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2022), h. 198.
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lebih fleksibel dan kontekstual, mengakomodasi kebutuhan
individu peserta didik dan memperkuat pengembangan karakter.
Sebaliknya, Kurikulum 2013 menyediakan struktur yang lebih
teratur dan terstandarisasi, dengan fokus pada pencapaian
kompetensi yang spesifik. Kedua kurikulum ini dengan kelebihan
dan kekurangannya masing-masing, menunjukkan evolusi dalam
upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan
adaptif terhadap perubahan zaman.

Pengertian dan Karakteristik Kurikulum Merdeka Belajar

Sebelum membahas secara mendalam tentang Kurikulum
Merdeka Belajar, penting untuk terlebih dahulu memahami
konsep dasar dari kurikulum itu sendiri. Memahami definisi dan
evolusi kurikulum akan memberikan dasar yang kuat untuk
mengevaluasi dan mengapresiasi karakteristik dan tujuan dari

Kurikulum Merdeka Belajar secara lebih mendalam.

Kata kurikulum awalnya berasal dari istilah dalam dunia
olahraga, yaitu "currer" yang berarti pelari, dan "curere" yang
merujuk pada jalur lari. Pada masa itu, kurikulum diartikan
sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis
start hingga garis finish untuk meraih medali atau penghargaan.
Seiring berjalannya waktu, makna ini kemudian diterapkan dalam
konteks pendidikan, di mana kurikulum diartikan sebagai
rangkaian mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dari awal
hingga akhir program pendidikan untuk mendapatkan ijazah
sebagai bentuk penghargaan. ** Dalam konteks pendidikan,
kurikulum tidak hanya sekadar "jarak" yang harus ditempuh,

¥Tarpan Suparman, Kurikulun dan Pembelajaran, (Cet. I; Purwodadi:
Sarnu Untung, 2020), h. 1.
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tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti perkembangan
keterampilan,  pemahaman  mendalam, dan  penerapan
pengetahuan yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun istilah ini
berasal dari konteks olahraga, penerapannya dalam pendidikan
memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang proses belajar
mengajar.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19 disebutkan bahwa
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.’’ Definisi ini memberikan gambaran
yang komprehensif tentang fungsi dan struktur kurikulum dalam
sistem pendidikan. Hal ini juga menekankan bahwa kurikulum
bukan hanya kumpulan materi ajar, tetapi juga meliputi rencana
dan pengaturan yang menyeluruh, termasuk tujuan pendidikan, isi

pelajaran, bahan ajar, dan metode pembelajaran.

Hamalik sebagaimana dikutip dalam Nuraini Sulaiman
bahwa kurikulum dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang
berbeda, yaitu pandangan lama dan pandangan baru. Pandangan
lama atau tradisional mendefinisikan kurikulum sebagai sejumlah
mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk
memperoleh ijazah. Sebaliknya, pandangan baru menyatakan

bahwa kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang

3Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional, 2004), h. 3.
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menjadi tanggung jawab sekolah, baik di dalam kelas maupun di

luar kelas.>

Para ahli pendidikan memiliki beragam interpretasi tentang
apa itu kurikulum. Namun, di tengah perbedaan pandangan
tersebut, terdapat kesepakatan bahwa kurikulum erat kaitannya
dengan upaya mengembangkan peserta didik untuk mencapai
tujuan tertentu. Murray Print berpendapat bahwa kurikulum
dirancang khusus untuk peserta didik dan mencakup hal-hal
berikut: Planned learning experience Offered within an
educational institution/program, Respresented as a document, and
Includes experiences resulting from implementing that document.
Murray Print memandang bahwa sebuah kurikulum meliputi
perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga
pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil
implementasi dokumen yang telah disusun.’® Dengan kata lain,
proses pendidikan tidak terbatas pada teori yang tertulis, tetapi
juga pada bagaimana peserta didik menjalani dan memanfaatkan

pengalaman belajar di dalam lingkungan pendidikan.

Selain itu, Harold B. Alberty yang merupakan professor
pendidikan di The Ohio State University menyebutkan bahwa
kurikulum mencakup semua kegiatan yang diberikan kepada
peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah. Dengan demikian,
kurikulum tidak terbatas hanya pada kegiatan di dalam kelas,
tetapi juga mencakup kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar

kelas.** Pandangan ini memperluas definisi kurikulum dari sekadar

3Nuraini Soleman, "Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia”,
Foramadiahi, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 4.

3Murray Print dalam Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Cet.
VI; Jakarta: Kencana, 2015), h. 3.

3*Tarpan Suparman, Kurikulum dan Pembelajaran, h. 4.
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pembelajaran formal di kelas menjadi serangkaian pengalaman

yang lebih komprehensif. Kegiatan di luar kelas, seperti

ekstrakurikuler, proyek komunitas, atau kunjungan lapangan,

menjadi bagian integral dari kurikulum.

Lebih rinci lagi, Muhaiman dan Mujib sebagaimana dikutip

oleh Khoirurrijal menyatakan bahwa terdapat tujuh pengertian

kurikulum menurut fungsinya, antara lain:

1.

Kurikulum sebagai program studi, yakni seperangkat mata
pelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik di
sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Dalam konteks
ini, kurikulum difokuskan pada daftar pelajaran yang

harus diambil peserta didik.

Kurikulum sebagai konten, artinya mengacu pada data
atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas, tanpa
melibatkan informasi tambahan yang dapat memfasilitasi

proses belajar lebih mendalam.

Kurikulum sebagai kegiatan yang berencana yakni
enyangkut kegiatan yang direncanakan, mengenai apa
yang akan diajarkan dan cara terbaik untuk
menyampaikannya agar mencapai hasil yang optimal.

Kurikulum sebagai hasil belajar yang didefinisikan sebagai
seperangkat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tanpa
menjelaskan metode spesifik untuk mencapainya, atau

sebagai hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan.

Kurikulum  sebagai  reproduksi  kultural  yakni
menyiratkan transfer dan refleksi unsur-unsur budaya
masyarakat, sehingga generasi muda dapat memahami dan

mengadopsi kebudayaan tersebut.

29



6. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yakni merujuk
pada keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan

dan diatur oleh sekolah untuk peserta didik.

7. Kurikulum sebagai produksi artinya sebagai seperangkat
tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai hasil yang

telah ditetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan pada beberapa pendapat ahli pendidikan di atas
maka dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat
rencana da